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ABSTRAK 

       Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana penipuan yang 

terjadi di Kota Solok yang bertempat di Lapas Klas II.B Solok Kelurahan Laing 

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Hal ini disebabkan karena tindak pidana 

penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan 

kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata 

bohong atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam putusan 

No.16/Pid.B/2020/PN.Slk dan analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang 

tindak pidana penipuan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum 

normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-

undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berkas putusan 

Pengadilan Negeri Solok No.16/Pid.B/2020/PN.Slk. Bahan hukum penelitian ini 

terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian ini 

menunjukkan:1.Penerapan hukum pidana materil dalam putusan 

No.16/Pid.B/2020/PN.Slk  menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum 

menggunakan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, diantara unsur-unsur yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP. 2. Analisis putusan 

No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan. Dalam hukum pidana 

penjatuhan sanksi pada tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP 

tentang penipuan, dimana penjatuhan sanksi berupa pidana pokok (denda, 

kurungan, penjara dan pidana mati) lalu dengan jumlah atau lamanya pidana 

bervariasi. Untuk pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana penipuan hukuman 

maksimal 4 (empat) tahun dan ada juga pemberatan pidana, apabila adanya 

pengulangan (residivis). Dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk Hakim 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) 

tahun, dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut hakim telah mempertimbangan 

dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana 

pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut umum dan sebelum 

menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan 

yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang dijatuhkan kepada 

terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. terdakwa melakukan 

perbuatan penipuan lagi di Lapas Klas II.B. Tempat dimana terdakwa seharusnya 

sadar dan merenungi diri untuk berbuat baik di masa yang akan datang tetapi 

terdakwa malah melakukan tindak pidana penipuan. 
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